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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat
dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat disusun dan
diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya
memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum
kepailitan di Indonesia, mulai dari konsep dasar, dasar hukum,
subjek dan objek kepailitan, hingga prosedur dan akibat hukum
yang ditimbulkan, Materi disajikan secara sistematis agar dapat
menjadi rujukan.bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum,
serta pihak-pihak yang berkepentingan-dalam memahami

hukum kepailitan secara menyeluruh.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan uraian
mengenai konsep-dasar, tujuan, fungsi, serta prinsip-prinsip
hukum kepailitan, termasuk sejarah dan perkembangan
pengaturannya di Indonesia. Selanjutnya, buku ini mengkaji
dasar hukum kepailitan yang berlaku, khususnya Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta keterkaitannya
dengan hukum perdata dan hukum perusahaan. Uraian
kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai jenis dan
subjek kepailitan, peran kurator, objek dan harta pailit, serta hak

dan kewajiban debitur dan kreditor dalam proses kepailitan.



Pada bagian selanjutnya, buku ini membahas secara rinci
prosedur kepailitan, akibat hukum yang timbul bagi para pihak,
serta mekanisme penyelesaian utang, termasuk alternatif
penyelesaian di luar pengadilan. Selain itu, buku ini juga memuat
pembahasan mengenai isu-isu kontemporer dalam praktik
kepailitan, seperti kepailitan di era digital, kepailitan lintas
negara, dan dinamika penerapan hukum kepailitan dalam
praktik. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat
sebagai bahan pembelajaran, referensi, dan pendalaman bagi
pembaca yang “menekuni maupun berkepentingan dengan

bidang hukum kepailitan.

Batam, 10 Februari 2026

Penulis
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Hukum Kepailitan

BAB 1
KONSEP DASAR HUKUM KEPAILITAN

A. Definisi Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu kondisi hukum di mana seorang
debitor dinyatakan. tidak- mampu lagi memenuhi kewajiban
pelunasan utang-utangnya kepada para kreditur yang telah
jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam konteks hukum
Indonesia, kepailitan diatur secara komprehensif dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya
disingkat UU Kepailitan). Pasal 1 ayat 1 UU ini secara tegas

menyatakan bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan
Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya
dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim

Pengawas.”
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Definisi ini menegaskan tiga hal pokok:

1.

Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan
debitor pailit, artinya semua aset debitor turut berada
dalam pengawasan hukum untuk kebutuhan penyelesaian

utang;

Pengurusan harta tersebut dilakukan oleh kurator, yang
ditunjuk oleh pengadilan dan bertindak di bawah

pengawasan hakim;

Tujuan dari " kepailitan adalah mewujudkan proses
penyelesaian utang secara teratur, transparan, dan adil

kepada seluruh kreditur yang berhak.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan diatur syarat formal

dikabulkannya permohonan pailit, yaitu debitor harus memiliki

dua atau lebih kreditur dan gagal membayar setidaknya satu

utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini

menunjukkan kepailitan bukan sekadar kondisi ekonomi tetapi

telah memiliki dasar hukum positif yang kuat sebagai landasan

untuk intervensi pengadilan.

Istilah kebangkrutan perdata sering digunakan secara

umum untuk menggambarkan keadaan di mana seseorang atau

badan usaha tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya.
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Namun, secara normatif terdapat perbedaan konsep antara

keduanya:

1. Sifat dan Konsekuensi Hukum

a.

Kepailitan menurut UU 37/2004 adalah suatu status
hukum yang ditetapkan melalui putusan pengadilan dan
berimplikasi pada sita umum atas harta debitor pailit,

yang kemudian dikelola oleh kurator.

Kebangkrutan perdata umumnya mencerminkan keadaan
ekonomi debitor yang insolven ketika tidak mampu
membayar utang sesuai ketentuan hukum perdata
(KUHPerdata). Kondisi ini tidak otomatis memicu sita
umum atau campur tangan kurator, kecuali diajukan ke

pengadilan-niaga dan dinyatakan pailit.

2. Pengaturan Perundang-undangan

a.

Kepailitan diatur secara khusus oleh UU Kepailitan (UU
No.37/2004), yang memberikan kerangka hukum
prosedural termasuk tata cara permohonan, persyaratan,

dan penyelesaian harta pailit.

Sedangkan kebangkrutan perdata secara filosofis adalah
terminologi umum yang sering digunakan dalam literatur

hukum untuk menggambarkan insolvensi tanpa atribut
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perdamaian atau restrukturisasi utang dalam kerangka PKPU
(Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sebelum penyitaan
total dilakukan. Dengan demikian, tujuan hukum kepailitan tidak
semata-mata penal terhadap debitor, tetapi juga memberi
ruang untuk upaya damai yang mungkin menguntungkan kedua

belah pihak (Tujuan hukum kepailitan, 2025).

Ketiga, kepailitan dapat dipandang sebagai bentuk
penegakan keadilan ekonomi. Dalam konteks hubungan
antara debitor dan  kreditur, kepailitan menjamin bahwa
pelunasan utang dilakukan secara adil berdasarkan prinsip
paritas creditorium, yakni bahwa kreditur konkuren (tanpa
jaminan khusus). memiliki hak untuk  dibayar secara
proporsional dari sisa harta debitor setelah prioritas tertentu
diselesaikan. Prinsip ini-merupakan salah satu wujud keadilan
distributif dalam hukum kepailitan, karena menghindarkan
dominasi satu kelompok ‘kreditur atas kelompok lain yang
berada dalam posisi seimbang secara hukum (Hutagaol &

Habeahan, 2025).
2. Fungsi Kepailitan

Fungsi kepailitan berkaitan erat dengan tujuan yang ingin
dicapai melalui penerapan institusi ini. Dalam praktiknya, fungsi

kepailitan dapat dilihat sebagai rangkaian mekanisme yang
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dirancang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut melalui

langkah-langkah hukum yang sistematis dan terstruktur.

Pertama, kepailitan berfungsi sebagai mekanisme
likuidasi harta pailit. Ketika debitor dinyatakan pailit oleh
pengadilan niaga, semua kekayaan debitor menjadi objek harta
pailit dan berada di bawah pengurusan kurator. Kurator
bertugas mengumpulkan, mengamankan, dan kemudian
mewujudkan harta tersebut menjadi bentuk likuid, yakni uang
atau aset yang ‘dapat dijual, untuk dibagikan kepada kreditur
sesuai urutan dan prioritas yang ditetapkan oleh hukum. Proses
likuidasi ini merupakan fungsi utama kepailitan karena
berkaitan langsung dengan penyelesaian hak kreditur terhadap

aset debitor (Handayani, 2021).

Kedua, selain likuidasi, fungsi kepailitan juga mencakup
restrukturisasi perusahaan sebagai alternatif penyelesaian.
Dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang memberikan
ruang bagi debitor dan kreditur untuk melakukan perdamaian
atau restrukturisasi utang melalui prosedur PKPU sebelum
langkah likuidasi total diambil. Fungsi ini memungkinkan debitor
yang masih memiliki prospek usaha untuk menyusun rencana
pembayaran utang yang disepakati bersama, sehingga dapat

mempertahankan kelangsungan usaha sekaligus memenuhi
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kewajiban kepada kreditur. Restrukturisasi utang berfungsi
sebagai mekanisme corporate rescue yang menyeimbangkan
kepentingan kreditur dan kelangsungan usaha debitor

(Tampubolon et al.,, 2024).

Ketiga, kepailitan berfungsi untuk memberikan kepastian
hukum dalam penyelesaian hubungan hukum utang piutang.
Kepastian hukum ini tercapai melalui penerapan aturan yang
jelas mengenai tata'cara permohonan kepailitan, pelaksanaan
sita umum, penunjukan kurator, serta prosedur pembagian
harta pailit. Kepastian hukum penting untuk mencegah
tindakan sepihak yang merugikan satu pihak, seperti eksekusi
aset di luar proses pengadilan atau manipulasi terhadap
prioritas pembayaran. Dengan adanya kerangka hukum yang
kuat, semua pihak baik debitor maupun kreditur—memiliki
pedoman yang pasti dalam rangka menyelesaikan sengketa

utang piutang (Handayani, 2021).

Fungsi kepailitan tidak hanya terbatas pada tindakan
likuidasi, tetapi juga mencakup restrukturisasi dan pemberian
kepastian hukum yang menjamin proses penyelesaian utang
piutang berjalan secara adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip

hukum positif di Indonesia.
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